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ABSTRACT
Kata kunci:
One of the problems faced by Indonesia is educational quality in every schooling
level. Educational quality in school is related to the teachers because teachers are the
primary factor in learning process. Therefore, it is necessary to improve teacher profe-
ssionalism in school. The effort to improve teacher professionalism is conducted through
recruitment for the candidates through LPTK, knowledge improvement, and teacher's
capability with advanced study or education and training and also learning quality
improvement through teaching supervision by the principal and school supervisor. To
improve educational quality can start from school using MPMBS concept. The indicator
of educational quality, among others, is educational management system, a factor which
includes professional education training system.
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PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan pendidik-
an yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
adalah rendahnya mutu pendidikan pada se-
tiap jenjang dan satuan pendidikan, khu-
susnya pendidikan dasar dan menengah
(Depdiknas, 2000). Masalah mutu pendi-
dikan, telah menjadi masalah krusial dalam
kurun waktu yang cukup lama. Upaya-
upaya peningkatan mutu, relevansi dan
efisiensi sudah dilakukan sejak tahun 1975/
1976, yaitu pada waktu dilakukan pemba-
kuan kurikulum, pengadaan sarana dan pra-
sarana belajar (buku, perpustakaan, dan alat
peraga pembelajaran), dan penataran guru
dan tenaga kependidikan yang dilakukan
dengan menyerap sumber daya yang cukup
besar (Depdikbud, 1995).
Isu tentang mutu pendidikan sudah
menjadi perhatian para pemerhati dan pakar
pendidikan, bahkan sudah sejak tahun 70-
an telah menjadi objek sorotan yang sangat
tajam. Mantja (1998) dalam pidato pengu-
kuhan guru besarnya mengemukakan bah-
wa rendahnya atau menurunnya mutu pen-
didikan Indonesia, mulai dari jenjang pen-
didikan dasar sampai dengan perguruan
tinggi, baik di jenis pendidikan umum
maupun kejuruan, telah merebak di sekitar
awal tahun 70-an. Berbagai usaha telah di-
lakukan untuk peningkatan mutu pendi-
dikan nasional, antara lain melalui berba-
gai pelatihan dan peningkatan kualifikasi
guru, pengadaan buku dan alat pelajaran,
perbaikan sarana dan prasarana pendidik-
an lainnya, serta peningkatan mutu mana-
jemen sekolah. Namun demikian, berbagai
indikator mutu pendidikan belum menun-
jukkan peningkatan yang merata. Sebagi-
an sekolah terutama di kota-kota menun-
jukkan peningkatan mutu pendidikan yang
menggembirakan, namun sebagian pula
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masih menunjukkan mutu yang sangat
memprihatinkan. Hal ini perlu menjadi per-
hatiaan dari berbagai pihak yang terkait.
Secara umum, mutu adalah gambar-
an atau karakteristik menyeluruh dari ba-
rang atau jasa yang menunjukkan kemam-
puannya dalam memuaskan kebutuhan
yang diharapkan atau yang tersirat. Menurut
Sagala (2007), mutu berkenaan dengan pe-
nilaian bagaimana suatu produk memenuhi
kriteria, standar atau rujukan tertentu. Lebih
lanjut Sagala mengemukakan bahwa mutu
pendidikan tidak ditentukan oleh sekolah
sebagai lembaga pengajaran, tetapi juga di-
sesuaikan dengan harapan masyarakat yang
cenderung berkembang. Sementara itu, da-
lam konteks pendidikan, pengertian mutu
mencakup , proses, dan pendi-
dikan (Depdiknas, 2002).
pendidikan adalah segala sesu-
atu yang harus tersedia karena dibutuhkan
anak berlangsungnya proses. Sesuatu yang
dimaksud berupa sumber daya dan perang-
kat lunak serta harapan-harapan sebagai pe-
mandu bagi berlangsungnya proses.
sumber daya meliputi sumber daya manusia
(kepala sekolah, guru termasuk guru BP,
karyawan, siswa) dan sumber daya selebih-
nya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan,
dan sebagainya). perangkat lunak me-
liputi struktur organisasi sekolah, peraturan
perundang-undangan, deskripsi tugas, ren-
cana, program, harapan-harapan beru-
pa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran
yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan
sangat diperlukan agar proses dapat
berlangsung dengan baik. Oleh karena itu,
tinggi rendahnya mutu dapat diukur
dari tingkat kesiapan . Makin tinggi
kesiapan maka makin tinggi pula mu-
tu tersebut.
Proses pendidikan merupakan ber-
ubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain.
Sesuatu yang berpengaruh terhadap ber-
langsungnya proses disebut , sedang
sesuatu dari hasil proses disebut .
Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat














ses pengambilan keputusan, proses penge-
lolaan kelembagaan, proses pengelolaan
program, proses pembelajaran, dan proses
monitoring dan evaluasi, dengan catatan
bahwa proses pembelajaran memiliki ting-
kat kepentingan tertinggi dibandingkan de-
ngan proses-proses lainnya.
Proses pembelajaran dikatakan ber-
mutu tinggi apabila pengkoordinasian dan
penyerasian serta pemaduan sekolah
(guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan
dan sebagainya) dilakukan secara harmo-
nis, sehingga mampu menciptakan situasi
pembelajaran yang menyenangkan (
), mampu mendorong motiva-
si dan minat belajar, dan benar-benar mam-
pu memberdayakan peserta didik. Kata
memberdayakan mengandung arti bahwa
peserta didik tidak sekedar menguasai
pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya,
akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah
menjadi muatan nurani peserta didik, diha-
yati, dan diamalkan dalam kehidupan se-
hari-hari. Lebih penting lagi adalah peserta
didik tersebut mampu belajar secara terus
menerus (mampu mengembangkan diriya).
pendidikan adalah merupa-
kan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah
prestasi sekolah yang dihasilkan dari pro-
ses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat
diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, pro-
duktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, ku-
alitas kehidupan kerjanya, dan moral ker-
janya. Khusus yang berkaitan dengan mutu
sekolah dapat dijelaskan bahwa
sekolah dikatakan berkualitas/bermutu
tinggi jika prestasi sekolah, khususnya pres-
tasi belajar peserta didik menunjukkan pen-
capaian yang tinggi dalam: (1) prestasi aka-
demik, berupa nilai ulangan umum, EBTA,
EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik;
dan (2) prestasi nonakademik, seperti IM-
TAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kese-
nian, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipe-
ngaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang
saling berhubungan (proses), seperti misal-












pendidikan diuraikan sebagai berikut. Per-
tama, salah satu indikator mutu pendidikan
yaitu, nilai ebtanas murni (NEM) masih
jauh di bawah standar yang diinginkan. In-




nempatkan Indonesia berada pada urutan ke
110 dari 117 negara-negara di dunia.
Kedua, dilihat dari aspek nonakade-
mik, banyak kritik terhadap masalah kedisi-
plinan, moral dan etika, kreativitas, keman-
dirian, dan sikap demokratis yang tidak
mencerminkan tingkat kualitas yang diha-
rapkan oleh masyarakat luas.
Ketiga, kemampuan guru sangat
bervariasi. Berdasarkan kualifikasi pendi-
dikan, masih cukup besar proporsi guru SD
yang belum mencapai kualifikasi yang di-
persyaratkan, yaitu D-II. Dari studi terha-
dap 2.505 SD di 27 Propinsi diketahui bah-
wa baru sekitar separuh (48,6%) SD yang
hampir semua gurunya telah berkualifikasi
atau sedang menempuh program D-II pe-
nyetaraan (Supriadi, 2004).
Keempat, kondisi lingkungan seko-
lah untuk menerapkan pendidikan yang ber-
sifat nonakademik (kreativitas, kemandiri-
an, demokrasi) juga relatif rendah. Hal ini
disebabkan karena kualitas pelaksana, staf,
dan terutama guru kurang dapat menter-
jemahkan konsep-konsep metodologis pada
level sekolah,walaupun telah diadakan
dan yang cukup
intensif.
Di samping indikator-indikator ter-
sebut di atas, mutu pendidikan di Indonesia
jika dibandingkan dengan negara-negara
lain di dunia termasuk dalam katagori relatif
rendah. Suatu studi ekstensif yang men-
cakup 9.073 sekolah, 10.518 guru, dan
210.059 siswa di 33 negara termasuk Indo-
nesia dilakukan oleh
(IEA) pada tahun 1987-
1990 untuk mengetahui perilaku membaca







Association for the Evaluation of Educati-
onal Achievement
di ini, diketahui posisi relatif anak-anak di
negara-negara tersebut dalam tiga aspek
yang diukur, yaitu
dan Untuk kelompok A (siswa
kelas 3-4 SD), hasil studi tersebut menem-
patkan anak-anak Finlandia pada peringkat
pertama dan anak-anak Venezuela pada pe-
ringkat terahir. Untuk kelompok B (kelas 2-
3 SMP), anak-anak Finlandia tetap yang ter-
tinggi, sedangkan yang terendah adalah
anak-anak Botswana. Anak-anak Indonesia
sendiri yang disertakan pada kelompok A
menduduki peringkat 26 dari 27 negara
pada kelompok ini, dengan selisih skor yang
cukup besar dengan peringkat di atasnya
(Supriadi, 2004).
Selanjutnya pada tahun 1994-1995,
IEA menyelenggarakan studi Matematika
dan IPA secara bersamaan yang dinamakan
TIMSS. TIMSS ini kemudian diulang lagi
pada tahun 1999 diikuti 38 negara, yang
dikenal dengan nama TIMSS-R-1999. R
singkatan dari . Indonesia untuk per-
tama kali ikut menjadi peserta . Dalam studi
ini, ke 38 negara peserta membuat
, studi dan pengolahan datanya dila-
kukan secara bersama-sama.
Hasil studi TIMSS-R-1999 menun-
jukkan bahwa mutu pendidikan di Indone-
sia memang kurang menggembirakan di-
bandingkan dengan negara-negara lain. Da-
lam bidang Matematika, misalnya Indone-
sia berada pada urutan 34 dari 38 negara pe-
serta. Dalam bidang IPA, Indonesia me-
nempati posisi ke 32 dari 38 negara peserta.
Lima urutan teratas diduduki oleh Singa-
pura, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan
Belgia. Empat Negara yang di bawah Indo-
nesia adalah Chili, Filipina, Maroko, dan
Afrika Selatan.
Indeks pembangunan manusia
(IPM) menunjukkan peringkat Indonesia
mengalami penurunan sejak 1995, yaitu
peringkat ke-104 pada tahun 1995, ke-109
pada tahun 2000, ke-110 pada tahun 2002,
ke-112 pada tahun 2003, dan sedikit mem-
baik pada peringkat ke-111 pada tahun 2004
dan peringkat 110 pada tahun 2005. Penu-
runan indeks ini disebabkan oleh indikator
penurunan kinerja perekonomian Indone-
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Sumber: UNDP (1995, 2000, 2002)
Sampai tahun 2004 rata-rata lama
sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas
baru mencapai 7,2 tahun. Sementara itu,
angka melek aksara penduduk usia 15 tahun
ke atas sekitar 90,4%. Oleh karena itu, kebi-
jakan pendidikan dalam peningkatan angka
melek aksara, serta akslerasi perluasan dan
pemerataan akses pendidikan yang bermutu
lebih diintensifkan agar dapat meningkat-
kan kembali IPM Indonesia paling tidak ke
posisi sebelum krisis. Kondisi tersebut be-
lum memadai untuk hidup mandiri maupun
menghadapi persaingan global, serta belum
mencukupi pula sebagai landasan pengem-
bangan ekonomi berbasis pengetahuan
(
Sementara itu, mengadopsi dari
UNDP tentang HDI (
) dari negara-negara di dunia menun-
jukkan Indonesia berada pada ranking yang
memprihatinkan, sebagaimana dikemuka-




Persoalan utama pengelolaan SD sa-
at ini tidak terletak pada efisiensinya, akan
tetapi juga masalah mutu, akses, dan pelu-
ang pengembangan ( . Temuan
beberapa indikator rendahnya efisiensi jen-
jang SD disajikan berikut ini. Pertama, ma-
sih tingginya angka putus sekolah dan
mengulang kelas. Hasil studi Bank Dunia
tahun 1994 menunjukkan bahwa selama le-
bih dari 10 tahun (1980-1991), angka putus
sekolah di SD tidak mengalami penurunan
berarti, yaitu 5,1% pada tahun 1980 dan
3,5% pada tahun 1991. Angka mengulang
kelas di SD rata-rata mencapai 10% selama
puluhan tahun terakhir dan tidak mengalami
banyak perubahan. Kedua, dilihat dari ke-
mampuan membaca sebagai salah satu tuju-
an institusional SD, mutu pendidikan jen-
jang ini masih rendah. Studi yang dilakukan
oleh IEA tahun 1992 (Achmady, 1995) me-
nunjukkan skor kemampuan membaca kri-
tis murid-murid SD di Indonesia sangat
rendah, dengan penguasaan relatif sebesar
36,1% dari materi yang diteskan. Pada pel-
bagai cabang ilmu, kemampuan murid SD
di Indonesia juga masih rendah. Danim
Danim, 2003)
(2003) mengemukakan hasil studi tentang
kemampuan murid SD menjawab pertanya-
an dengan benar untuk belbagai cabang il-
mu, yaitu bahasa Indonesia (47%), Mate-
matika (49%), dan IPA (47%). Ketiga, jika
dilihat dari rasio masukan keluaran (
), maka pengelolaan pendidikan
SD belum menunjukkan tingkat efisiensi
yang memadai.
Dari berbagai indikator yang telah
diungkapkan tersebut, yang menjadi pe-
nyebab rendahnya mutu pendidikan ditinjau
dari aspek manajemen pendidikan dapat di-
kelompokan ke dalam tiga faktor, yaitu: (a)
faktor instrumental sistem pendidikan, (b)
faktor sistem manajemen pendidikan, ter-
masuk di dalamnya sistem pembinaan pro-
fesional guru, dan (c) faktor substansi ma-
najemen pendidikan (Mantja, 1993; 1998).
Di lain pihak, Mataheru (1998) menekan-
kan bahwa salah satu faktor yang perlu di-
perhatikan di sekolah dalam meningkatkan
mutu tersebut adalah peningkatan perfor-
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MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DA-
SAR
Hasil survei pendidikan yang dila-
kukan Departemen Pendidikan Nasional
tahun 2004 menunjukkan bahwa belum se-
mua pendidik memiliki kualifikasi pendi-
dikan seperti yang dipersyaratkan. Proporsi
guru sekolah dasar (SD) termasuk sekolah
dasar luar biasa (SDLB) dan madrasah ibti-
daiyah (MI) yang berpendidikan diploma 2
ke atas adalah 61,4% dan proporsi guru se-
kolah menengah pertama (SMP) dan ma-
drasah tsanawiyah (MTs) yang berpendi-
dikan diploma 3 ke atas sebesar 75,1%.
Kondisi tersebut belum mencukupi menye-
diakan pelayanan pendidikan berkualitas.
Di sisi lain, guru merupakan faktor
utama dalam proses pembelajaran, kedu-
dukan guru ini seperti dikemukakan oleh
Caillods (2004: 1).
Oleh karena itu maka kecukupan
serta terpenuhinya syarat kualifikasi guru
menjadi perhatian utama pemerintah, khus-
usnya Departemen Pendidikan Nasional.
“Teachers are at the
heart of the teaching/learning. After many
years of debate on the relative effect of
schools and teachers on learning achieve-
ment, as compared to other socio-economic
variable, it is now widely acknowledged
that schools, teachers can make a great
difference on students achievement”.
Masalah Mutu Pendidikan
Esensi dari permasalahan-permasa-
lahan pendidikan pada hakekatnya adalah
bermuara pada satu istilah, yaitu kualitas
pendidikan atau mutu pendidikan. Mastuhu
(2003) mengemukakan bahwa kata kunci
untuk menggambarkan sistem pendidikan
nasional yang bagaimana yang diperlukan
dalam abad-abad mendatang ialah pendi-
dikan yang bermutu.
Dilihat dari segi mutu, menurut
Supriadi (2004) pendidikan tingkat SD di
Indonesia umumnya masih bermutu rendah.
Bila dilihat dari segi rata-rata
NEM) sebagai salah satu indikator
mutu yang sejauh ini paling dan
datanya tersedia, hanya sekitar 10% SD
yang tergolong bermutu baik. Masih ren-
dahnya rata-rata NEM SD akan berpe-
ngaruh pada mutu pendidikan di jenjang
selanjutnya. Mutu juga menunjuk pada efi-
siensi eksternal, yaitu sejauh manakah hasil
belajar siswa di sekolah relevan dengan tun-
tutan belajar pada jenjang pendidikan selan-
jutnya dengan kebutuhan hidupnya sebagai
anggota masyarakat. Mutu yang rendah ber-
arti juga efisiensi eksternal yang rendah.
Ada variabel-variabel yang memberikan
kontribusi terhadap mutu pendidikan di SD,




Tabel 2. Kontribusi Relatif Variabel-variabel Masukan Instrumental terhadap
Mutu Pendidikan di SD
Penentu Mutu Pendidikan 16 Negara Berkembang 13 Negara Industri
Sumber: Bank Dunia, , Washington DC,1989Indonesia Basic Education Study
Guru (kualifikasi, pengalaman, dll )
Manajemen (kebijakan yang dikembangkan)












Pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa
di negara berkembang, sekitar 26% mutu
pendidikan di SD diatribusikan oleh sarana
fisik. Ke dalam sarana fisik termasuk ge-
dung sekolah, ruangan dan fasilitas belajar
seperti buku teks, buku guru, alat peraga,
dan lain-lain. Artinya, apabila sarana fisik
tersedia dengan baik maka variabel ini saja
sudah bisa meningkatkan prestasi 26%.
Lebih rendahnya peranan sarana fisik dalam
menentukan hasil belajar peserta didik di
negara industri karena umumnya sarana
tersebut telah tersedia dengan baik sehingga
setiap penambahan tidak menimbulkan pe-
ngaruh yang signifikan terhadap prestasi
belajar. Sebaliknya, di negara berkembang,
Roemintoyo, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan
6sarana fisik masih sangat vital karena per-
syaratan minimum yang diperlukan oleh se-
kolah umumnya belum terpenuhi. Oleh se-
bab itu, setiap penambahan sarana fisik
akan mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap meningkatnya prestasi belajar
peserta didik.
Paradigma baru dalam pengelolaan
pendidikan dasar yang terdisentralisasi
membawa konsekuensi tantangan baru. Di
bidang pendidikan dasar (Moreira, 2006)
mengemukakan tantangan-tantangan di bi-
dang pendidikan dasar, antara lain: (1) sedi-
kitnya 30% guru yang ada belum mendapat
pendidikan yang memadai, hanya 40%
anak-anak yang masuk sekolah dasar me-
nyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun; (2)
pemerintah daerah kurang siap untuk me-
ngelola sistem secara desentralisasi, dan (3)
dana pemerintah untuk bidang pendidikan
ini merupakan dana paling rendah.
Peningkatan mutu pendidikan meru-
pakan tugas yang tidak mudah karena dipe-
ngaruhi oleh berbagai faktor seperti mutu
masukan pendidikan, mutu sumber daya
pendidikan, mutu guru dan pengelola pendi-
dikan, mutu proses pembelajaran, sistem
ujian dan pengendalian mutu, serta kemam-
puan pengelola pendidikan untuk menganti-
sipasi dan menangani berbagai pengaruh
lingkungan pendidikan.
Tanpa mengabaikan peranan faktor
penting lainnya,mutu guru telah ditemukan
oleh berbagai studi sebagai faktor yang pa-
ling konsisten dan kuat dalam mempenga-
ruhi mutu pendidikan. Guru yang bermutu
adalah mereka yang mampu membelajar-
kan secara efektif, sesuai dengan kendala,
sumber daya, dan lingkungannya. Di lain
pihak, upaya menghasilkan guru yang ber-
mutu juga merupakan tugas yang tidak mu-
dah. Mutu guru juga berarti tenaga pendidik
yang mampu melahirkan lulusan yang ber-
mutu, sesuai dengan kebutuhan penyeleng-
garaan berbagai jalur, jenis dan jenjang pen-
didikan.
Walaupun guru telah dipersiapkan
oleh suatu lembaga pendidikan yang khusus
Mutu Tenaga Kependidikan di Sekolah
Dasar
ditugasi untuk menangani dan menghasil-
kan guru, namun banyak kalangan yang ma-
sih mempersoalkan apakah guru tersebut
mempunyai keahlian yang dapat diandal-
kan. Berbagai studi penelitian memperli-
hatkan temuan yang sangat menghawatir-
kan, yaitu kurangnya kemampuan guru da-
lam menguasai bidang profesionalnya. Ha-
sil-hasil penelitian dan pemantauan masih
menunjukan bahwa penguasaan materi pel-
ajaran IPA dan Matematika guru-guru SD,
SLTP, dan SLTA masih lemah dan perlu
terus ditingkatkan, baik melalui LPTK mau-
pun penataran guru. Guru-guru yang masih
lemah kemampuannya dalam menguasai
materi pelajaran inilah yang akan meng-
hambat peranan guru dalam melaksanakan
pekerjaannya secara profesional.
Sampai dengan awal Repelita V, ber-
kembang program pendidikan guru (khu-
susnya guru-guru sains dan teknologi)yang
dipersiapkan oleh program diploma kepen-
didikan yang diselenggarakan oleh pergu-
ruan tinggi bukan LPTK. Terlepas dari apa-
kah program diploma kependidikan terse-
but berhasil atau tidak, kenyataan tersebut
merupakan tantangan bagi LPTK untuk me-
ningkatkan pemikiran tentang model pem-
binaan mutu profesi guru.
Diperlukan upaya untuk memperje-
las warna profesi pekerjaan guru, seorang
pemegang jabatan profesional harus mam-
pu menerjemahkan kapasitas profesional
mereka ke dalam pekerjaan atau profesinya,
yaitu membelajarkan peserta didik. Salah
satu warna profesi yang perlu dimiliki oleh
seseorang guru ialah berupaya secara terus-
menerus untuk meningkatkan kemampu-
annya baik dalam memperkaya pengetahu-
an, mengembangkan program, maupun me-
ngelola proses pembelajaran. Hal ini didu-
kung oleh berbagai hasil penelitian yang
telah dilakukan di lingkungan Depdikbud
bahwa guru yang profesional ialah mereka
yang menguasai substansi pekerjaannya se-
cara profesional, yaitu: (a) menguasai sub-
stansi mata pelajaran secara sistematis, khu-
susnya materi pelajaran yang secara khusus
diajarkannya. Di samping itu, guru juga di-
tuntut untuk berupaya mengikuti perkem-
bangan materi pelajaran tersebut dari waktu
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7ke waktu, (b) memahami dan dapat mene-
rapkan psikologi perkembangan sehingga
guru dapat memilih dan memilah materi
pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran se-
suai dengan masa perkembangan peserta di-
dik yang diajarkannya, dan (c) mengem-
bangkan program-program pendidikan
yang secara khusus disusun sesuai dengan
tingkat perkembangan peserta didik yang
akan diajarnya. Program pendidikan yang
harus dikembangkan oleh guru harus dise-
suaikan dengan tujuan pendidikan dengan
mengkombinasikan antara pilihan materi
pelajaran dengan tingkat perkembangan pe-
serta didik. Keahlian dalam mengembang-
kan program pengejaran inilah yang dapat
diidentifikasikan sebagai pekerjaan profe-
sional seorang guru yang tidak mungkin
dilakukan oleh profesi lain.
Keyakinan yang berkembang di
lingkungan Depdiknas ialah bahwa peme-
gang jabatan profesional adalah mereka
yang dapat menggantungkan seluruh hidup-
nya terhadap hasil kerja profesional berda-
sarkan keahlian yang mereka miliki. Jika
guru dianggap sebagai jabatan profesional,
tidak aka nada pihak lain yang mampu me-
laksanakan pekerjaan guru selain mereka
yang memiliki latar belakang pendidikan
khusus. Dengan kata lain, lulusan selain
LPTK belum bisa dianggap mempunyai
wewenang sepenuhnya untuk melaksana-
kan pekerjaan sebagai guru. Jika jabatan
guru masih bisa digantikan oleh orang lain
yang bukan berlatar belakang pendidikan
guru maka jabatan guru belum dapat diang-
gap sebagai jabatan profesional. Adanya
kenyataan bahwa jabatan guru masih bisa
dilakukan oleh lulusan lembaga pendidikan
tinggi lain dan ternyata mampu melaksana-
kan pekerjaan mengajar adalah salah satu
petunjuk bahwa guru belum merupakan ja-
batan profesional.
“Penggunaan waktu” merupakan
konsep yang sangat penting dalam kehi-
dupan seorang profesional. Konsep ini me-
nunjuk pada waktu yang dicurahkan untuk
kegiatan profesional atau intensitas waktu
dari seorang guru yang dipergunakan untuk
mengajar. Waktu yang dicurahkan untuk
mengajar merupakan salah satu indikator
penting dari mutu guru karena konsepsi
waktu belajar yang diukur dalam belajar sis-
wa secara perseorangan, telah ditemukan
oleh berbagai hasil penelitian sebagai salah
satu prediktor terbaik dari mutu hasil belajar
peserta didik. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pelaksanaan pendidikan di lapangan
menghadapi masalah yang cukup besar
dalam kaitannya dengan waktu guru ter-
sebut. Salah satu masalah yang dihadapi da-
lam peningkatan mutu pendidikan ialah ku-
rangnya waktu mengajar sebagai akibat dari
berbagai faktor, seperti pekerjaan rangkap,
mengajar rangkap, atau kelas bergiliran.
Jika gejala ini dibiarkan akan mengakibat-
kan berkurangnya waktu efektif mengajar
guru yang secara langsung mengakibatkan
berkurangnya waktu belajar peserta didik.
Gejala-gejala ini merupakan salah satu pe-
tunjuk awal dari belum tumbuhnya iklim
profesionalisme di antara guru-guru.
Dalam rangka peningkatan mutu
profesi guru perlu pembinaan penghasilan
dan kesejahteraan guru sebagai profesional.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa mu-
tu profesi guru akan dapat meningkat jika
penghasilan atau gaji guru ditingkatkan.
Pernyataan ini belum tentu benar dalam ke-
nyataannya, karena peningkatan gaji guru
tidak secara otomatis dapat meningkatkan
kemampuan profesionalnya. Dari indikator
yang disebutkan di atas, sampai saat ini
jabatan guru belum dapat dianggap sebagai
jabatan profesional karena penghasilan
yang diterima guru belum dapat dikatakan
sebagai tindakan imbalan seorang profesi-
onal, tetapi baru merupakan penghasilan
seorang pegawai administrasi biasa. Namun
demikian, dengan adanya sistem penggaji-
an jabatan fungsional, guru-guru dimung-
kinkan untuk dapat meningkatkan pengha-
silan mereka sejalan dengan kemampuan
profesinya yang meningkat. Dengan sistem
ini guru-guru ditantang untuk terus-mene-
rus meningkatkan kemampuan mereka de-
ngan mendayagunakan waktu secara lebih
baik untuk bekerja secara profesional.
Akhirnya, kesesuaian antara keahli-
an dengan pekerjaannya guru yang bermutu
ialah mereka yang dapat membelajarkan
peserta didik secara tuntas dan benar. Untuk
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8itu diperlukan keahlian, baik dalam mengu-
asai ilmu pengetahuan maupun metodologi
dan pendekatan pembelajaran. Oleh karena
itu, jika guru mengajarkan mata pelajaran
yang bukan bidang keahliannya, dapat di-
pastikan bahwa guru tersebut tidak akan da-
pat menciptakan proses pembelajaran yang
bermutu. Dalam kaitannya dengan kebi-
jakan , ketiga faktor pertama
yang diperhitungkan untuk menentukan gu-
ru yang bermutu tersebut belumlah mencu-
kupi. Kesesuaian antara keahlian dengan
pekerjaannya ini merupakan hal yang pa-
ling penting dengan asumsi bahwa guru
yang dipersiapkan untuk mengajar suatu
bidang studi dianggap bermutu jika guru
tersebut mengajar bidang studi yang ber-
sangkutan. Berdasarkan hal tersebut, kese-
suaian guru mengajar dengan bidang studi
yang ditekuninya di LPTK merupakan pra-
syarat yang mutlak untuk menilai seorang
guru dikatakan bermutu dan profesional.
Secara sederhana “profesi” yang di-
maksudkan dalam kajian ini adalah suatu
jabatan atau pekerjaan yang menuntut ke-
ahlian ( ) dari para anggotanya.
Artinya, bahwa profesi tidak bisa dilakukan
oleh sembarang orang yang tidak terlatih
dan tidak disiapkan secara khusus untuk
melakukan pekerjaan itu. Keahlian diper-
oleh melalui apa yang disebut profesi-
onalisasi, yang dilakukan baik sebelum se-
seorang menjalani profesi itu (pendidikan/
latihan/prajabatan) maupun setelah menja-
lani suatu profesi( ). Di
luar pengertian ini, ada beberapa ciri pro-
fesi yang akan dikemukakan lebih lanjut
ketika menjawab pertanyaan, apakah guru
merupakan suatu profesi?
Profesional menunjuk pada dua hal.
Pertama, orang yang menyandang suatu
profesi misalnya, “Dia seorang profesi-
onal”. Kedua, penampilan seseorang dalam
melakukan pekerjaannya yang sesuai de-
ngan profesinya. Dalam pengertian kedua







Profesionalisasi menunjuk pada pro-
ses peningkatan kemampuan para anggota
profesi dalam mencapai kriteria standar
dalam penampilannya sebagai anggota
suatu profesi. Dengan kata lain, profesi-
onalisme merupakan serangkaian proses
pengembangan profesional (
), baik dilakukan melalui pen-
didikan/latihan “prajabatan” maupun “da-
lam jabatan”. Oleh karena itu, profesionali-
sasi bersifat dan , se-
cepat seseorang telah menyatakan dirinya
sebagai warga suatu profesi.
Sejumlah pakar telah mencoba me-
rumuskan ciri-ciri pokok suatu profesi. Ciri-
ciri suatu profesi mencakup: (1) fungsi dan
signifikansi sosial: suatu profesi merupakan
suatu pekerjaan yang memiliki fungsi dan
signifikansi sosial yang besar, (2) keteram-
pilan: untuk mewujudkan fungsi ini, ditun-
tut derajat keterampilan tertentu, (3) proses
pemerolehan keterampilan tersebut bukan
hanya dilakukan secara rutin, melainkan
bersifat pemecahan masalah atau pena-
nganan situasi kritis yang menuntut peme-
cahan,(4) batang tubuh ilmu: suatu profesi
didasarkan pada suatu disiplin ilmu yang
jelas, sistematis, dan aksplisit (
) dan bukan hanya
, (5) masa pendidikan: upaya mempel-
ajari dan menguasai batang tubuh ilmu dan
keterampilan-keterampilan tersebut mem-
butuhkan masa latihan yang lama, bertahun-
tahun dan tidak cukup hanya beberapa
minggu atau bulan. Hal ini dilakukan sam-
pai tingkat perguruan tinggi, (6) sosialisasi
nilai-nilai: proses pendidikan tersebut juga
merupakan wahana untuk sosialisasi nilai-
nilai profesional di kalangan para siswa/
mahasiswa, (7) kode etik: dalam memberi-
kan pelayanan kepada klien, seorang pro-
fesional berpegang teguh kepada kode etik
yang pelaksanaannya dikontrol oleh orga-
nisasi profesi, setiap pelanggaran terhadap
kode etik dapat dikenakan sangsi, (8) kebe-
basan untuk memberikan : ang-
gota suatu profesi mempunyai kebebasan
untuk menetapkan -nya sendiri
dalam menghadapi atau memecahkan sesu-
atu dalam lingkup kerjanya, (9) tanggung
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9profesi adalah klien dan masyarakat. Tang-
gung jawab profesional harus diabdikan
kepada mereka. Oleh karena itu praktik pro-
fesional itu otonom dari campur tangan pi-
hak luar, dan (10) sebagai imbalan dari pen-
didikan dan latihan yang lama, komitmen-
nya dan seluruh jasa yang diberikan kepada
klien, maka seorang profesional mempu-
nyai prestise yang tinggi di mata masyara-
kat dan imbalan yang layak.
Seorang profesional mempunyai ci-
ri-ciri khusus ereka
mengabdi pada suatu profesi. Ciri-ciri suatu
profesi adalah sebagai berikut: (1) memiliki
suatu keahlian khusus, (2) merupakan suatu
panggilan hidup, (3) memiliki teori-teori
yang baku secara universal, (4) mengabdi
diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri
sendiri, (5) dilengkapi dengan kecakapan
diagnostik dan kompetensi yang aplikatif,
(6) memiliki otonomi dalam melaksanakan
pekerjaannya, (7) mempunyai kode etik, (8)
mempunyai klien yang jelas, (9) mempu-
nyai organisasi profesi yang kuat, dan (10)
mempunyai hubungan dengan profesi pada
bidang-bidang yang lain. dari
seorang profesional akan lebih mudah jika
mereka mempunyai dasar ilmu pengetahu-
an yang kuat. Seorang amatir dapat mempu-
nyai keterampilan yang tinggi namun kete-
rampilan tersebut tidak dapat berkembang
lebih jauh karena tidak mempunyai dasar
yang kuat dalam bidangnya, yaitu ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi.
Dengan kriteria ini dapat kita lihat
bagaimana seorang profesional tentunya
dipersiapkan dan dibina di dalam pekerja-
annya. Oleh karena itu, profesi tersebut ha-
rus terus berkembang sejalan dengan per-
kembangan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi maka seorang profesional adalah seorang
yang terus-menerus berkembang atau
.
Sebagai pendidik profesional, guru
bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya
secara profesional, tetapi juga harus memi-
liki pengetahuan dan kemampuan profesi-
onal. Merujuk pada konsep yang dianut di
lingkungan Depdiknas, sebagai
guru harus memiliki 10 kom-
petensi, yaitu: (1) mengembangkan kepri-





badian, (2) menguasai landasan kependi-
dikan, (3) menguasai bahan pengajaran, (4)
menyusun program pengajaran, (5) melak-
sanakan program pengajaran, (6) menilai
hasil dan proses pembelajaran, (7) menye-
lenggarakan program bimbingan, (8) me-
nyelenggarakan administrasi sekolah, (9)
kerjasama dengan sejawat dan masyarakat,
dan (10) menyelenggarakan penelitian se-
derhana untuk keperluan pengajaran (Da-
nim, 2002).
Dalam kurikulum Sekolah Dasar
1975 (Depdikbud, 1976), Garis-garis Pro-
gram Pengajaran Buku III D, Pedoman
Administrasi dan Supervisi dijelaskan bah-
wa sikap profesional hanya dilihat dari mo-
ral kerja guru.Yang dimaksud dengan moral
kerja ialah reaksi mental (emosi) guru da-
lam melaksanakan tugas dan tanggung ja-
wab yang diserahkan kepadanya. Dari reak-
si mental guru terhadap tugas yang diserah-
kan kepadanya dapat dilihat secara nyata
profesional guru.
Untuk mengukur sikap profesional
guru digunakan lembaran data sikap profe-
sional yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Guru mempunyai kedudukan sentral
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh
karena itu, peningkatan profesionalisme gu-
ru, merupakan upaya yang tidak bisa ditun-
da-tunda lagi. Berikut ini beberapa gagasan
yang mungkin dapat dijadikan rujukan.
Peningkatan profesionalisme guru
dapat dimulai dari institusi yang mencetak
guru tersebut,yaitu LPTK atau FKIP. Pers-
pektif mutu profesionalisme guru tersebut
di atas menjadi bahan yang sangat berguna
bagi LPTK dalam menyesuaikan dan me-
nyajikan program-programnya. Untuk
menghasilkan guru dengan mutu dan kom-
posisi yang memadai, LPTK perlu membuat
perencanaan yang cermat tentang kebutuh-
an tenaga guru di lapangan, berdasarkan
keahlian, mutu, dan persebarannya. Peng-
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DATASIKAPPROFESIONAL




Sekolah Dasar : …………..……..
Alamat : ……………..…..
Nama Guru : …………...…….
Ijazah : …………………
Golongan/Ruang : …………………
Tabel 3. Data Sikap Profesional




1.1. Datang ke sekolah tepat pada waktunya
1.2. Ikut serta dalam upacara sekolah (hari nasional, dll)
1.3. Ikut serta dalam rapat-rapat sekolah
1.4. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kurikuler
1.5. Ikut serta dalam penataran, lokakarya, dsb
1.6. Hadir dalam kelas sesuai dengan jadwal pelajaran
1.7. Tidak hadir dengan memberitahukan
2.1. Menyiapkan jadwal alokasi waktu mengajar
2.2. Menyiapkan program satuan pelajaran
2.3. Menyiapkan pencatatan analisis hasil belajar
2.4. Ikut memecahkan kesulitan yang dihadapi peserta
didik
3.1. Ikut membantu kepala sekolah di dalam
memecahkan masalah
3.2. Ikut membantu rekannya dalam memecahkan
kesulitan mengajar
3.3. Ikut member informasi kepada orang tua murid
dalam kesulitan belajar murid
3.4. Ikut menciptakan hubungan yang baik dengan
penjaga sekolah
3.5. Ikut menciptakan hubungan kerjasama yang baik




Hasil analisis dan kesimpulan:
1. Kehadiran guru rata-rata =……..%A/B/C/D/E *)
2. Tugas mengajar =……. %A/B/C/D/E *)
3. Hubungan kerjasama = …… %A/B/C/D/E *)
Rata-rata keseluruhan = …… % +…%+…% =A/B/C/D/E *)
Tanggal:….
Kepala Sekolah.
*) Coret yang tidak perlu.
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Tabel 4. Tingkat Pendidikan dan Kualifikasi Pendidikan Guru
Jenjang
Kualifikasi Pendidikan
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nyelenggaraan LPTK (khususnya swasta)
lebih didasarkan pada tumbuhnya permin-
taan sosial ( ) ketimbang dida-
sarkan pada kebutuhan guru secara nyata.
Akibatnya,berbagai ketimpangan antara
persediaan dan kebutuhan tenaga guru, te-
lah terjadi secara berkepanjangan. Dugaan
sementara pihak menunjukkan bahwa
LPTK secara keseluruhan lebih banyak
menghasilkan tenaga guru bidang studi
tertentu yang sebenarnya sudah berlebih.
Bahkan akhir-akhir ini terdapat gejala ham-
pir semua guru bidang studi mengalami ke-
lebihan. Jika ketimpangan ini dibiarkan te-
rus berlangsung, sistem pendidikan guru di
Indonesia tidak efisien.
Kompetensi intelektual adalah seba-
gai perangkat pengetahuan yang ada dalam
diri individu yang diperlukan untuk menun-
jang berbagai aspek kinerja sebagai guru.
Kompetensi intelektual dasar formalnya
adalah tingkat pendidikan yang dimiliki gu-
social demand
Kompetensi Intelektual
ru. Oleh sebab itu, perlu ada pembakuan
tentang aturan ini, sehingga kualifikasi pen-
didikan yang dimiliki guru akan menentu-
kan kewenangan mengajar dalam jenjang
pendidikan tertentu. Untuk jenjang SD su-
dah diatur sebagaimana SK menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan No. 0854/ 0/1989
tentang Pengadaan Guru Sekolah Dasar.
Dalam keputusan tersebut ditegaskan bah-
wa kualifikasi guru SD adalah diploma II
pendidikan guru sekolah dasar (D II-
PGSD). Kebijakan tersebut didasarkan pa-
da pemikiran bahwa lulusan SPG tidak lagi
memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan
tuntutan IPTEK dan perikehidupan masya-
rakat guru pendidikan dasar dipersyaratkan
menempuh pendidikan prajabatan minimal
D II PGSD dari LPTK. Demikian juga un-
tuk jenjang sekolah lebih tinggi juga ditun-
tut kualifikasi guru yang juga lebih tinggi.
Tabel 4 di bawah ini merupakan
gambaran tingkat pendidikan dan kualifi-
kasi pendidikan yang harus dimiliki guru.
Peningkatan Kesejahteraan
Ada dua variabel yang berkaitan an-
tara yang satu dengan yang lain, yaitu pe-
ningkatan kesejahteraan guru dan profesi-
onalisme, artinya bahwa profesionalisme
guru dapat ditingkatkan secara bertahap,
apabila kesejahteraan guru juga meningkat.
Pengamat pendidikan Ki Supriyoko me-
nambahkan, guru memerlukan kebijakan
peningkatan kualitas dan kesejahteraan
yang riil. Untuk itu, pemerintah pusat dan




Instrumen lainnya yang tidak kalah
pentingnya adalah peningkatan profesi-
onalisme guru melalui supervisi pendidik-
an. Secara garis besar ada tiga pendekatan
dalam supervisi pendidikan, yaitu: (1) pen-
dekatan langsung ( ), (2)
pendekatan tidak langsung (
), dan (3) pendekatan kolaboratif
( ). Pendekatan lang-
sung adalah sebuah pendekatan supervisi, di
mana dalam upaya peningkatan kemampu-
an guru peran kepala sekolah, pengawas
TK/SD, dan pembina lainnya lebih besar
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Pendekatan tidak langsung adalah sebuah
pendekatan supervisi, di mana dalam upaya
peningkatan kemampuan guru peran kepala
sekolah, pengawas TK/SD, dan pembina
lainnya lebih kecil daripada peran guru
yang bersangkutan. Pendekatan kolaboratif
adalah sebuah pendekatan supervisi, di ma-
na dalam upaya peningkatan kemampuan
guru peran kepala sekolah, pengawas TK/
SD dan pembina lainnya sama besarnya
dengan peran guru yang bersangkutan.
Penggunaan pendekatan tersebut di-
sesuaikan dengan dua karakteristik guru
yang akan diberi supervisi, yaitu tingkat
abstraksi guru ( )
dan tingkat komitmen guru (
). Daya abstraksi guru bisa ting-
gi, sedang dan rendah. Pendekatan supervisi
yang digunakan harus disesuaikan dengan
tinggi rendahnya daya abstraksi dan komit-
men guru yang disupervisi. Berdasarkan da-
ya abstraksi dan komitmen guru, dapat di-
klasifikasikan menjadi empat, yaitu: (1) gu-
ru yang memiliki daya abstraksi dan komit-
men rendah sebaiknya disupervisi dengan
pendekatan langsung, (2) guru yang memi-
liki daya abstraksi rendah, tetapi komit-
mennya tinggi, sebaiknya disupervisi de-
ngan pendekatan kolaboratif, (3) guru yang
memiliki daya abstraksi tinggi tetapi komit-
mennya rendah, sebaiknya disupervisi de-
ngan pendekatan kolaboratif, dan (4) guru
yang memiliki daya abstraksi dan komit-
men tinggi sebaiknya disupervisi dengan
pendekatan tidak langsung (Bafadal, 2003).
Sekolah adalah unit utama pengelo-
laan proses pendidikan. Sistem manajemen
berbasis sekolah sebagai wujud reformasi
pendidikan dimaksudkan untuk meningkat-
kan budaya mutu. Menurut Sagala (2007)
sekolah dikatakan bermutu apabila prestasi
sekolah, khususnya prestasi peserta didik
menunjukkan pencapaian yang tinggi da-
lam: (1) prestasi akademik, yaitu nilai rapor
dan nilai kelulusan memenuhi standar yang
ditentukan;(2) memiliki nilai-nilai keju-
juran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu
level of teacher abstraction
level of teacher
commitment
SEKOLAH YANG MEMPUNYAI BU-
DAYAMUTU
mengapresiasi nilai-nilai budaya; dan (3)
memiliki tanggung jawab yang tinggi dan
kemampuan yang diwujudkan dalam ben-
tuk ketrampilan sesuai dengan dasar ilmu
yang diterimanya di sekolah.
Dalam konsep manajemen pening-
katan mutu berbasis sekolah (MPMBS), ada
indikator-indikator yang dapat dijadikan
tolok ukur dalam suatu proses MPMBS, an-
tara lain: (1) efektivitas proses pembelajar-
an bukan sekedar transfer pengetahuan
( ) atau mengingat dan
menguasai pengetahuan tentang apa yang
diajarkan melainkan lebih menekankan ke-
pada internalisasi mengembangkan aspek-
aspek kognitif, afektif, psikomotor dan ke-
mandirian; (2) kepemimpinan kepala seko-
lah yang kuat, merupakan salah satu faktor
yang dapat mendorong sekolah untuk me-
wujudkan, visi, misi, tujuan, sasaran mela-
lui program yang dilaksanakan secara be-
rencana, bertahap, kreativitas, inovasi,
efektif dan mempunyai kemampuan mana-
jerial; (3) pengelolaan tenaga kependidikan
yang efektif; guru merupakan salah satu
faktor yang strategis pada suatu sekolah,
dituntut untuk mempunyai kreativitas dan
keuletan dalam mengelola proses pembel-
ajaran, untuk menjadikan peserta didik ak-
tif, kreatif, melalui pengembangan kuriku-
lum berbasis kompetensi (KBK). Tenaga
kependidikan sebagai pelayan teknis kepen-
didikan mampu merespons isu-isu penting
pendidikan sehingga sekolah itu mampu
bersaing dalam hal mutu; (4) sekolah me-
miliki budaya mutu. Semua warga sekolah
dengan didasari bahwa profesionalisme di
bidangnya masing-masing sesuai dengan
fungsi dan perannya; (5) sekolah memiliki
yang kompak, cerdas, dan dina-
mis; kebersamaan merupakan karakteristik
sekolah, karena pendidikan hasil ko-
lektif warga sekolah bukan hasil individu
menjadi prasyarat penting untuk memper-
oleh mutu yang kompetitif; (6) sekolah me-
miliki kemandirian; yaitu sekolah mempu-
nyai kemampuan dan kesanggupan kerja
secara maksimal dengan tidak selalu ber-
gantung pada petunjuk atasan dan harus
mempunyai sumber daya potensial dan
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masing; (7) partisipasi warga sekolah dan
masyarakat. Keterkaitan dan keterlibatan
pada sekolah harus tinggi dilandasi rasa
memiliki dan rasa tanggung jawab melalui
loyalitas dan dedikasinya sebagai
; (8) sekolah memiliki transparansi.
Dalam pengelolaan sekolah, merupakan
karakteristik yang ditunjukkan dalam peng-
ambilan keputusan dan perubahan untuk
mengembangkan manajemen yang bermutu
secara berkesinambungan; (9) sekolah me-
miliki kemauan untuk perubahan (
). Perubahan adalah hal yang
mutlak terjadi, karena prinsip hidup adalah
kesementaraan. Perubahan adalah pening-
katan yang bermakna positip untuk lebih
baik dalam pengembangannya pada masa
mendatang untuk peningkatan kualitas pen-
didikan secara positif antisipatif sesuai de-
ngan kebutuhan; (10) sekolah melakukan
evaluasi perbaikan yang berkelanjutan, dan
merupakan proses penyempurnaan dalam
peningkatan mutu keseluruhan, mencakup
struktur organisasi, tanggung jawab, prose-
dur, proses dan sumber daya (Sagala, 2007).
Berdasarkan paparan tentang mana-
jemen peningkatan mutu pendi-dikan terse-
but di atas, maka dapatlah disimpulkan hal-
hal sebagai berikut: (1) indikator mutu pen-
didikan salah satunya adalah faktor sistem
manajemen pendidikan, termasuk di da-
lamnya sistem pembinaan profesional guru,
(2) kecukupan guru serta terpenuhinya sya-
rat kualifikasi guru merupakan perhatian
utama pemerintah saat ini, (3) temuan pene-
litian penentu mutu pendidikan adalah guru
(kualifikasi, pengalaman, dan lain-lain), (4)
tanpa mengabaikan peranan faktor penting
lainnya, mutu guru telah ditemukan oleh
berbagai studi sebagai faktor yang paling
konsisten dan kuat dalam mempengaruhi
mutu pendidikan, (5) sekolah adalah unit
utama pengelolaan proses pendidikan. Da-
lam konsep MPMBS, indikator-indikator
yang dijadikan tolok ukur, antara lain: (a)
efektivitas proses pembelajaran tinggi, (b)
kepemimpinan kepala sekolah yang kuat,






pendidikan, (d) sekolah memiliki budaya
mutu, (e) sekolah memiliki yang
kompak, cerdas, dan dinamis, (f) sekolah
memiliki kewenangan, (g) partisipasi warga
sekolah dan masyarakat, (h) sekolah memi-
liki keterbukaan (transparansi) manajemen,
(i) sekolah memiliki kemauan untuk ber-
ubah (psikologis dan fisik), (j) sekolah me-
lakukan evaluasi dan perbaikan secara ber-
kelanjutan. Di samping itu, dari aspek
pendidikan, dalam konsep MPMBS, seko-
lah yang bermutu sekolah yang bermutu
juga dapat diukur dari unsur-unsur: (a) me-
miliki kebijakan mutu, (b) sumber daya
tersedia dan siap, (c) memiliki harapan
prestasi yang tinggi, (d) fokus pada pelang-
gan (khususnya peserta didik), dan (e)
manajemen.
Peningkatan mutu pendidikan akan
dapat dicapai, jika sekolah dengan berbagai
keragamannya diberi wewenang untuk
mengatur dan mengurus dirinya sendiri se-
suai dengan kondisi lingkungan dan kebu-
tuhan peserta didiknya. Pemikiran ini telah
mendorong upaya pemberian otonomi yang
luas kepada kepala sekolah, agar secara
aktif dan dinamis dapat mengupayakan pe-
ningkatan mutu pendidikan melalui penge-
lolaan sumber daya yang dimiliki sekolah.
Walaupun demikian agar proses pening-
katan mutu tetap terjaga dengan baik maka
harus ada standar yang disepakati secara
nasional untuk dijadikan indikator keberha-
silan peningkatan mutu tersebut.
Berdasarkan butir-butir simpulan
tentang manajemen peningkatan mutu pen-
didikan tersebut di atas, maka dapatlah di-
kemukakan saran-saran sebagai berikut: (1)
untuk meningkatkan profesionalisme guru,
perlu dimulai dari sistem rekrutmen LPTK
dalam rangka menjaring calon-calon guru
yang benar-benar mempunyai kualifikasi
yang dapat diandalkan, (2) perlunya pening-
katan kompetensi intelektual bagi para guru
untuk menunjang berbagai aspek kinerja
sebagai guru, (3) supervisi pendidikan perlu
dilaksanakan terhadap para guru, (4) seko-
lah perlu dibudayakan agar menjadi sekolah
yang memiliki budaya mutu, (5) pening-
katan mutu pendidikan sebagai bagian yang
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baru untuk mensukseskan pembangunan
pendidikan, khususnya bagi warga sekolah
yang berada di garis terdepan dalam proses
pembangunan pendidikan.
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